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ABSTRAK 

 

KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA TENTANG 

LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL TAHUN 2019-2022 

Oleh  

SATRIA AJI BASKARA 

 Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah sumber daya dan 

cadangan nikel terbesar di dunia. Bahkan Indonesia pernah menjadi negara 

dengan pengekspor bijih nikel terbesar di dunia. Namun pada tahun 2019 

Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang mulai 

diberlakukan pada tahun 2020. Hal tersebut membuat Indonesia saat ini tidak lagi 

melakukan ekspor bijih nikel. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan 

pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel dengan 

menggunakan teori kebijakan luar negeri guna mengidentifikasi kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan 

menggunakan teori decision making guna menganalisis alasan pemerintah 

Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019 hingga 

2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif dengan menggunakan teknik studi pustaka. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis data oleh Miles dan Huberman. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa larangan ekspor bijih nikel 

yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan bagian dari kebijakan 

luar negeri Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan publik yang 

disampaikan oleh pemerintah dan doktrin undang-undang yang ada di Indonesia. 

Dan alasan pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel 

dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pemenuhan kebutuhan smelter dalam 

negeri, persiapan produksi kendaraan listrik tahun 2024, mengundang minat para 

investor asing, dan Presiden Joko Widodo sebagai pembuat keputusan serta faktor 

eksternal yaitu kebutuhan dunia terhadap bijih nikel Indonesia, minat Dunia 

terhadap produk olahan bijih nikel yang tinggi, serta guna mendukung Asia 

Tenggara mencapai nol emisi gas tahun 2050. 

Kata Kunci : Bijih Nikel, Ekspor, Indonesia, Kebijakan Luar Negeri, 

Larangan 

 



 

 

ABSTRACT 

 

INDONESIAN GOVERNMENT'S FOREIGN POLICY ON NICKEL ORE 

EXPORT BAN IN 2019-2022 

By 

SATRIA AJI BASKARA 

 

 Indonesia is one of the countries with the largest amount of nickel 

resources and reserves in the world. In fact, Indonesia was once the largest 

exporter of nickel ore in the world. However, in 2019 Indonesia established a 

nickel ore export ban policy that took effect in 2020. This makes Indonesia 

currently no longer export nickel ore. This study aimed to describe and analyze 

the reasons for the Indonesian government to impose a ban on nickel ore exports 

by using foreign policy theory to identify policies issued by the Indonesian 

government, and then continued by using decision making theory to analyze the 

reasons for the Indonesian government to impose a ban on nickel ore exports from 

2019 to 2022. The type of research used in this research is descriptive qualitative 

using literature study techniques. This research used data analysis techniques by 

Miles and Huberman. The results of this study showed that the nickel ore export 

ban imposed by the Indonesian government is part of Indonesia's foreign policy. 

This is shown through public statements delivered by the government and the 

doctrine of existing laws in Indonesia. And the reasons for the Indonesian 

government to impose a ban on nickel ore exports are influenced by internal 

factors, namely meeting the needs of domestic smelters, preparing for the 

production of electric vehicles in 2024, inviting the interest of foreign investors, 

and President Joko Widodo as a decision maker and external factors, namely the 

world's need for Indonesian nickel ore, high global interest in processed nickel ore 

products, and to support Southeast Asia to achieve zero gas emissions in 2050 and 

2065. 

Keywords: Nickel Ore, Export, Indonesia, Foreign Policy, Ban 
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bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang 

penuh harapan” 
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I. PENDAHULUAN 

 

Bab ini memaparkan beberapa sub bab, antara lain latar belakang yang 

mendeskripsikan fenomena yang mendasari munculnya permasalahan ataupun gap 

dalam penelitian ini. Kemudian terdapat rumusan masalah sebagai sub bab yang 

mendeskripsikan garis besar permasalahan yang akan diteliti dengan 

memunculkan pertanyaan penelitian. serta tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian yang akan memberikan gambaran tentang dasar dilakukannya 

penelitian ini 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Nikel merupakan unsur logam yang memiliki penampilan atau bentuk fisik 

berkilau putih keperakan yang terbentuk secara alami di dalam tanah. Logam ini 

menjadi elemen nomor lima paling banyak dijumpai di dalam kerak dan inti bumi. 

Nikel juga merupakan unsur umum dalam meteorit bersamaan dengan besi 

(Nickel Institute, 2022). Saat ini nikel menjadi salah satu unsur logam paling 

penting dan dibutuhkan dalam perpaduan pembuatan suatu produk tahan karat dan 

tahan panas. Hal tersebut dikarenakan nikel memiliki sifat fisik dan kimia yang 

sangat baik antara lain, memiliki titik leleh 2.4530C, tahan korosi dan oksidasi, 

lentur, mudah dipadukan, bersifat magnetik pada suhu ruangan, memiliki sifat 

katalis, serta dapat didaur ulang (Nickel Institute, 2022). Nikel dapat digunakan 

sebagai campuran stainless steel, plating, bahan dasar baterai, dan lain sebagainya 

seperti yang terdapat pada gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Produk Berbahan Dasar Bijih Nikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan mentah atau bahan dasar nikel disebut sebagai bijih nikel. Bijih nikel 

ini nantinya yang akan diolah menjadi produk-produk nikel. Berdasarkan 

persediaannya di bumi, bijih nikel dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya 

nikel dan cadangan nikel. Sumber daya nikel merupakan ketersediaan bijih nikel 

yang berada di dalam kerak bumi. Sedangkan cadangan nikel merupakan sumber 

daya bijih nikel yang sudah diketahui potensinya melalui eksplorasi, sehingga 

dapat dilihat nilai ekonominya (Revindo & Alta, 2020). 

Kebutuhan dunia terhadap bijih nikel saat ini sebagian besar digunakan untuk 

bahan dasar pembuatan stainless steel, dimana 68% permintaan dikelola untuk 

membuat produk tersebut (Nickel Search Limited, 2021). Selain digunakan 

sebagai bahan dasar pembuatan stainless steel, saat ini bijih nikel juga terus 

dikembangkan sebagai bahan dasar pembuatan baterai, sehingga kebutuhan 

terhadap bijih nikel diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Selain itu 

saat ini baterai juga digunakan untuk mengembangkan produksi kendaraan listrik 

yang membutuhkan bijih nikel sebagai bahan dasar pembuatan baterainya atau 

Sumber: Diolah oleh penulis 

Bijih Nikel 

Stainless Steel 

Plating 

Baterai 

Campuran Lain 

 Alat dapur 

 Alat medis 

 Prasarana industri 

 Arsitektur 

 Transportasi  

 Industri otomotif 

 Lunar module 

 Alat elektronik 

 Kendaraan listrik 

 Baterai isi ulang 

 Penyimpanan energi 

 Monel 

 Senjata militer 

 Koin 
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biasa disebut sebagai Electric Vehicle (EV). Germany’s Fraunhofer Institute 

memperkirakan bahwa permintaan bijih nikel pada tahun 2040 akan bertambah 

menjadi 2,4 juta ton dan akan terus meningkat menjadi 6 juta ton pada tahun 2050 

(Aflaha, 2022). Tingginya kebutuhan terhadap bijih nikel, membuat permintaan 

terhadap bijih nikel juga akan mengalami peningkatan. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah sumber daya dan 

cadangan nikel terbesar di dunia. Pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi 

kedua setelah Australia dengan jumlah persentase 11% atau 33,3 juta ton sumber 

daya nikel. Pada tahun yang sama, jumlah cadangan nikel Indonesia menempati 

posisi pertama dunia dengan jumlah persentase cadangan senilai 24% atau 21,0 

juta ton (Revindo & Alta, 2020). Untuk penyebaran bijih nikel di Indonesia 

banyak terdapat di daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Selatan, dan Maluku Utara, dimana total 90% cadangan nikel Indonesia terdapat 

di daerah-daerah tersebut (Kementerian ESDM, 2020). Dengan jumlah yang besar 

tersebut, membuat Indonesia menjadikan bijih nikel sebagai sumber daya mineral 

paling diunggulkan. 

Berdasarkan data US Geological Survey, produksi bijih nikel Indonesia terus 

mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2022. Tercatat, pada tahun 2017 

produksi bijih nikel Indonesia sebesar 325.000 ton, kemudian tahun 2018 

meningkat menjadi 560.000 ton, 2019 menjadi 853.000 ton, 2020 sempat 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akibat pandemi covid-19 menjadi 

771.000 ton, hingga kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan 

sebesar 1.040.000 ton, dan 1.600.000 ton pada tahun 2022 seperti yang tergambar 

pada tabel 1.1. Dari data tersebut, semakin membuktikan bahwa Indonesia 

memang memiliki jumlah sumber daya mineral nikel yang sangat melimpah. 
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Tabel 1.1  Produksi Mineral Bijih Nikel Indonesia 

Tahun Produksi Bijih Nikel 

2017 325.000 ton 

2018 560.000 ton 

2019 853.000 ton 

2020 771.000 ton 

2021 1.040.000 ton 

2022 1.600.000 ton 

Sumber : (USGS, 2023) 

Meskipun produksi bijih nikel Indonesia terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun, serta  menjadi negara dengan jumlah sumber daya dan cadangan 

nikel terbesar di dunia, hal tersebut tidak membuat pemerintah Indonesia ingin 

menjadikan bijih nikel sebagai mineral yang diekspor dalam bentuk mentah. 

Walaupun pada tahun 2007 hingga 2013 Indonesia pernah menempati posisi 

pertama sebagai negara eksportir bijih nikel terbesar di dunia, yaitu dengan 

menguasai 74,1% pasar ekspor bijih nikel dunia, seperti yang terdapat pada 

gambar 1.2 (Revindo & Alta, 2020). Hal itu tidak membuat Indonesia ingin 

melanjutkan tren tersebut dan justru memilih untuk menghentikan kegiatan ekspor 

bijih nikel. Pada gambar 1.2 menjelaskan bahwa Indonesia yang pada tahun 2007 

hingga 2013 menjadi eksportir bijih nikel terbesar di dunia dengan puncaknya 

pada tahun 2013 yaitu mengekspor 37,4% bijih nikel kebutuhan pasar dunia, 

mengalami penurunan ekspor bijih nikel pada tahun 2014 yaitu menjadi 2,1% 

bijih nikel yang diekspor. Sedangkan pada tahun 2015 hingga 2016, Indonesia 

benar-benar menghentikan ekspor bijih nikel yang membuat ekspor bijih nikel 

Indonesia untuk kebutuhan dunia menjadi 0%. Hal tersebut membuat kejayaan 

Indonesia di pasar ekspor bijih nikel pada tahun-tahun sebelumnya digantikan 

oleh Filipina yang telah menjadi negara paling tinggi mengekspor bijih nikel sejak 

tahun 2014 yaitu 43% dari kebutuhan bijih nikel dunia. 
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Gambar 1.2  Negara Eksportir Utama Bijih Nikel dan Konsentrat Nikel (dalam 

persen) 

Sumber : (Revindo & Alta, 2020) 

Penurunan jumlah ekspor bijih nikel Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016 

disebabkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai memberlakukan 

pengaturan dan larangan ekspor mineral mentah yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

sebagaimana tertuang pada pasal 102 (Firdaus, 2022). Isi dari pasal tersebut yaitu 

pemegang Izin Usaha Pertambangan  (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus 

(IUPK) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara 

dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan 

mineral dan batubara (Pemerintah RI, 2009). Meskipun kebijakan tersebut sempat 

berjalan selama tiga tahun mulai dari 2014 hingga 2016, namun pada tahun 2017 

kebijakan tersebut mengalami pengenduran dengan mengizinkan kembali 

dilakukannya ekspor bijih nikel selaku bahan mentah oleh pemerintah Indonesia. 

Sehingga ekspor bijih nikel Indonesia mengalami kenaikan kembali menjadi 6,3% 

dari tahun sebelumnya yaitu 2015 dan 2016 yang sama sekali tidak melakukan 

ekspor bijih nikel. 

Sempat kembali diperbolehkannya kegiatan ekspor bijih nikel pada tahun 

2017, pada akhirnya kegiatan ekspor tersebut pun haru kembali diberhentikan. 

Tahun 2019 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) kembali mengeluarkan kebijakan pemberhentian ekspor bijih 
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nikel dengan kadar di bawah 1,7% per tanggal 1 Januari 2020. Kebijakan itu 

diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang 

Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Kementerian ESDM, 2019b). 

Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan tersebut akan diberlakukan pada tahun 

2022. Namun, pada akhirnya pelaksanaan kebijakan tersebut dipercepat menjadi 

tahun 2020, yaitu tepatnya pada Januari tahun 2020. 

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang kembali diberlakukan pada tahun 

2020 oleh pemerintah Indonesia tersebut, membuat Indonesia sebagai salah satu 

negara dengan sumber daya dan cadangan nikel terbesar di dunia sekaligus 

produksi bijih nikelnya yang terus mengalami peningkatan tidak dapat melakukan 

ekspor bijih nikel dalam bentuk bahan mentah atau dengan kadar di bawah 1,7%. 

Hal ini akhirnya menimbulkan respon dari negara-negara yang membutuhkan 

bijih nikel dari Indonesia sebagai bahan baku industri di negara mereka. Salah 

satu respon terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia 

muncul dari Uni Eropa (UE) yang menyatakan keberatan terhadap kebijakan 

larangan ekspor bijih nikel tersebut. Hal itu dikarenakan UE menganggap bahwa 

Indonesia mempersulit pelaku-pelaku industri steel di negara-negara UE dalam 

mendapatkan bahan baku yaitu bijih nikel untuk produk mereka. Sehingga mereka 

menentang kebijakan pemerintah Indonesia tersebut. 

Respon keberatan yang diajukan oleh UE kemudian berlanjut dengan 

menggugat dan melaporkan Indonesia kepada World Trade Organization (WTO) 

yang berakhir pada kekalahan Indonesia. WTO menganggap bahwa Indonesia 

tidak konsisten dengan komitmennya di WTO untuk menghapus berbagai bentuk 

pelarangan dan hambatan selain tarif yang telah tertuang dalam Pasal XI : 1 

GATT 1994 (Kementerian Perdagangan, 2021). Selain itu, WTO juga menolak 

alasan Indonesia yang menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel karena 

mengatasi kelangkaan cadangan bijih nikel dan peningkatan praktik pertambangan 

yang baik (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022). Hal inilah yang 

membuat Indonesia kalah dalam gugatan yang diajukan oleh UE. 
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Meskipun Indonesia kalah dalam gugatan UE di WTO, hal tersebut tidak 

membuat pemerintah Indonesia menarik dan membatalkan kebijakan larangan 

ekspor bijih nikel yang diberlakukan. Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa 

Indonesia akan tetap pada pendiriannya untuk menjalankan kebijakan larangan 

ekspor bijih nikel. Indonesia juga akan melakukan banding terhadap keputusan 

WTO sebagai pembelaan atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh WTO  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Kebutuhan dunia terhadap bijih nikel dalam memproduksi barang-barang 

berbahan dasar nikel membuat permintaan terhadap bijih nikel terus mengalami 

peningkatan. Indonesia sebagai negara dengan sumber daya dan cadangan nikel 

terbesar di dunia serta mampu memproduksi bijih nikel yang terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya justru membuat pemerintah Indonesia pada akhirnya 

menutup keran ekspor bijih nikel tersebut setelah beberapa tahun selalu menjadi 

eksportir utama bijih nikel dunia. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk 

menghentikan ekspor bijih nikel dalam bentuk mentah atau dengan kadar di 

bawah 1.7% ke negara-negara importir bijih nikel melalui kebijakan luar negeri 

tentang larangan ekspor bijih nikel yang mulai diberlakukan pada tahun 2020. Hal 

tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena memiliki alasan dan 

pandangan tertentu terhadap ekspor bijih nikel. Berdasarkan hal tersebut, maka 

akan dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu : “Apa alasan pemerintah Indonesia 

mengeluarkan kebijakan luar negeri tentang larangan ekspor bijih nikel pada 

tahun 2019 hingga tahun 2022?” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini akan memiliki bahasan antara lain : 

1. Mendeskripsikan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tentang 

larangan ekspor komoditas bijih nikel pada tahun 2019 hingga 2022, dan  

2. Mendeskripsikan alasan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia 

tentang larangan ekspor komoditas bijih nikel pada tahun 2019 hingga 

2022. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap 

maksud dan tujuan dari pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor komoditas 

bijih nikel yang diberlakukan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

  



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan memaparkan sub bab tentang penelitian terdahulu sebagai 

referensi penulis dalam melakukan penelitian, kemudian landasan teoritis yang 

digunakan dalam melakukan penelitian, serta kerangka pemikiran.  

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya yang berguna sebagai pendukung kerangka penelitian 

selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa penelitian 

terdahulu yang terkait dengan topik penelitian guna mendukung kerangka 

penelitian. Pertama, yaitu penelitian (Setriawan, 2015) yang menjelaskan alasan 

Indonesia melakukan larangan ekspor mineral mentah nikel ke Tiongkok pada 

tahun 2009-2014, serta menjelaskan kondisi pertambangan mineral di Indonesia 

dan kebutuhan Tiongkok terhadap nikel Indonesia. Dalam melakukan 

penelitiannya, Setriawan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang 

digunakan adalah teori politik luar negeri serta konsep kepentingan nasional. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa tujuan Indonesia melakukan 

larangan ekspor nikel ke Tiongkok sebagai upaya pembangunan smelter dalam 

negeri guna meningkatkan pendapatan ekspor nikel Indonesia.  

Perbedaan penelitian Setriawan dengan penelitian ini terletak pada tahun 

kebijakan larangan ekspor yang diberlakukan, dimana kebijakan yang diteliti oleh 

Setriawan terjadi pada tahun 2009-2014, sedangkan dalam penelitian ini akan 

meneliti kebijakan yang diberlakukan pada tahun 2019-2022. Selain itu Setriawan 

hanya fokus terhadap larangan ekspor ke Tiongkok, sedangkan dalam penelitian 
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ini membahas kebijakan untuk seluruh negara penerima ekspor nikel dari 

Indonesia.  

Penelitian yang kedua yaitu penelitian (Putri et al., 2022) yang menganalisis 

bagaimana World Trade Organization (WTO) menyelesaikan sengketa 

perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa (UE) terkait larangan ekspor 

nikel yang diberlakukan oleh Indonesia. Dalam penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor nikel 

berkadar rendah dengan nilai 1,7% ke UE. Hal itu membuat UE melaporkan 

kebijakan Indonesia ke WTO karena merasa bahwa kebijakan yang dibuat dapat 

merugikan industri baja nirkarat dan otomotif di UE. Penelitian tersebut 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah 

teori neo liberalisme institusional serta konsep hilirisasi. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa WTO perlu mempertimbangkan kebijakan yang 

diberlakukan oleh Indonesia, karena nikel memang merupakan sumberdaya yang 

terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Sehingga suatu hal yang wajar apabila 

negara melakukan proteksi terhadap sumberdaya tersebut. 

Terdapat perbedaan fokus penelitian antara penelitian Putri dengan penelitian 

ini. Penelitian Putri berfokus pada penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh 

WTO terhadap kasus larangan ekspor nikel oleh Indonesia. Sedangkan penelitian 

ini berfokus meneliti kebijakan yang dipilih oleh Indonesia terkait larangan ekspor 

komoditas bijih nikel. 

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian oleh (Ilmi et al., 2022) yang 

menganalisis hubungan bilateral antara Indonesia dan UE dari adanya kebijakan 

larangan ekspor nikel yang diberlakukan oleh Indonesia. Penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa sebelum Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor 

nikel, Parlemen Uni Eropa lebih dulu membuat keputusan tentang pelarangan 

penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku utama biodiesel pada tahun 2018. 

Hal itu membuat Indonesia sebagai pengekspor minyak sawit merasa dirugikan 

dan kemudian meresponnya dengan memberlakukan kebijakan larangan ekspor 

nikel dengan alasan melindungi dan menjaga cadangan nikel. Metode yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kuantitatif deskriptif. Teori 
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yang digunakan adalah teori hubungan internasional. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah adanya ketegangan hubungan bilateral Indonesia dengan UE akibat 

kebijakan larangan ekspor nikel yang diberlakukan oleh Indonesia, yang 

kemudian membuat UE menggugat Indonesia ke WTO karena kebijakan tersebut. 

Perbedaan antara penelitian Ilmi dengan penelitian ini adalah fokus 

penelitiannya. Penelitian Ilmi berfokus meneliti hubungan bilateral antara 

Indonesia dan UE akibat kebijakan larangan ekspor nikel oleh Indonesia. 

Sedangkan penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap kebijakan luar negeri 

Indonesia terkait larangan ekspor komoditas bijih nikel. 

Penelitian keempat, yaitu penelitian (Mastuti & Syarwi, 2021) yang membahas 

tentang perbedaan sudut pandang yang berbeda antara Indonesia dan UE terkait 

kebijakan larangan ekspor nikel yang diberlakukan oleh Indonesia, dimana 

kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia merupakan tindakan yang tepat 

dalam sudut pandang Indonesia karena bagian implementasi dari amanat 

konstitusi. Sedangkan dari Uni Eropa, kebijakan tersebut dianggap menyulitkan 

UE dalam berkompetisi di industri baja. Penelitian tersebut menggunakan metode 

kualitatif. Teori yang digunakan adalah theory of justice dari John Rawls.  

Penelitian tersebut bertujuan melihat posisi Indonesia dari konsep posisi asali 

yang dimaksud dalam teori keadilan oleh John Rawls yang bercirikan rasional, 

kebebasan, dan persamaan, dan didapatkan hasil bahwa Indonesia sejalan dengan 

konsep asali dalam teori keadilan oleh John Rawls. 

Perbedaan penelitian Mastuti dan Syarwi dengan penelitian ini adalah teori 

yang digunakan dalam meneliti kebijakan larangan ekspor nikel oleh Indonesia. 

Dimana penelitian tersebut meneliti posisi Indonesia dari konsep asali yang 

terdapat dalam teori keadilan Rawls. Sedangkan penelitian ini meneliti kebijakan 

luar negeri Indonesia melalui konsep kebijakan luar negeri. 

Penelitian kelima, yaitu penelitian (Syafira et al., 2023) yang menjelaskan 

besaran ekspor nikel Indonesia terhadap dunia, penyebab larangan ekspor nikel 

oleh Indonesia, dampak larangan ekspor nikel Indonesia terhadap Uni Eropa, 

dampak yang dirasakan Indonesia atas gugatan Uni Eropa di WTO, serta 



12 
 

 

menjelaskan peluang dan tantangan masa depan akibat larangan ekspor, dan 

gugatan dari Uni Eropa. Dalam melakukan penelitiannya, Syafira menggunakan 

metode penelitian normatif dan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori 

perdagangan internasional. Hasil dari penelitian tersebut adalah Indonesia masih 

belum bisa membuktikan dan memperoleh putusan sesuai dengan yang diinginkan 

Hal tersebut dikarenakan Indonesia masih harus mengajukan banding kepada 

World Trade Organization (WTO) untuk membuktikan kembali bahwa gugatan 

Indonesia melanggar pasal 3.1 (b) dan XI:1 GATT 1994 yang dilayangkan oleh 

Uni Eropa ini tidak bisa dibenarkan. 

Perbedaan antara penelitian Syafira dengan penelitian ini adalah fokus 

penelitiannya. Penelitian Syafira berfokus dalam meneliti dampak yang 

diakibatkan dari adanya kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia. 

Sedangkan penelitian ini memiliki fokus dalam mendeskripsikan alasan 

diberlakukannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia.  

Penelitian keenam, yaitu penelitian (Rezqita & Onoda, 2021) yang 

menjelaskan peluang Indonesia sebagai salah satu pemasok bijih nikel terbesar di 

dunia karena kebutuhan nikel diprediksi menjadi komponen penting industri 

kendaraan listrik, dan juga menjelaskan dampak pemberlakuan larangan ekspor 

bijih nikel bagi konsumen yang bergantung pada bijih nikel Indonesia. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data dari observasi 

dan wawancara. Penelitian menggunakan Analisis SWOT dalam menjelaskan 

industri baterai di Indonesia. Adapun, hasil dari penelitian ialah Indonesia masih 

perlu melakukan diversifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan serta 

berkolaborasi dengan pihak internasional untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber dayanya dan memenuhi daya beli pasar kendaraan listrik dalam negeri. 

Perbedaan antara penelitian Rezqita dengan penelitian ini adalah fokus 

penelitiannya. Penelitian Rezqita berfokus pada peluang Indonesia menjadi 

pemasok bijih nikel terbesar di dunia untuk komponen kendaraan listrik. 

Sedangkan penelitian ini berfokus untuk meneliti alasan kebijakan luar negeri 

pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel. 
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Penelitian ketujuh, yaitu penelitian (Lim et al., 2021). Penelitian ini 

menjelaskan tentang larangan ekspor bijih nikel di Indonesia terkait upaya 

pemerintah Indonesia dan dampak larangan ekspor bijih nikel terhadap 

meningkatnya harga nikel London Metal Exchange (LME). Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian Lim dan penelitian ini 

terdapat perbedaan fokus dan metode penelitian. Dimana penelitian Lim berfokus 

dalam menjelaskan dampak yang diakibatkan dari adanya larangan ekspor bijih 

nikel terhadap LME. Sedangkan penelitian ini berfokus dalam meneliti alasan 

pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel. 

Penelitian kedelapan, yaitu penelitian (Fadlillah & Wahyuni, 2023) yang 

bertujuan untuk menganalisis gambaran umum volume ekspor olahan nikel 

Indonesia, serta menganalisis pengaruh kebijakan larangan ekspor bijih nikel 

Indonesia  dan faktor lain terhadap volume ekspor olahan nikel Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan grafik garis dan Error 

Correction Mechanism (ECM). Hasil penelitian ini adalah, pada jangka panjang 

volume ekspor olahan nikel Indonesia dipengaruhi oleh dummy Peraturan Menteri 

ESDM Nomor 1 Tahun 2014, dummy Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 

2019, PDB industry China, nilai tukar riil rupiah terhadap dolar AS, dan harga 

olahan nikel dunia. Sedangkan, pada jangka pendek volume ekspor olahan nikel 

Indonesia dipengaruhi oleh dummy Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 

2019, PDB industry China, dan nilai tukar riil rupiah terhadap dolar AS.  

Perbedaan penelitian Fadillah dan Wahyuni dengan penelitian ini adalah fokus 

penelitiannya. Dimana Fadilah dan Wahyuni berfokus dalam meneliti volume 

ekspor olahan nikel Indonesia dan dampak dari kebijakan larangan ekspor bijih 

nikel. Sedangkan penelitian ini berfokus dalam mendeskripsikan alasan 

diberlakukannya kebijakan luar negeri larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah 

Indonesia. 
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Tabel 2.1. Komparasi Penelitian Terdahulu 

No

. 

Penulis Topik 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Teori/Konse

p 

Hasil 

1. Gusti 

Setriawan 

(2015) 

Kebijakan 

Indonesia 

dalam 

Melarang 

Ekspor 

Mineral 

Mentah 

yaitu Nikel 

ke 

Tiongkok 

tahun 2009-

2014 

Kualitatif Teori Politik 

Luar Negeri 

dan Konsep 

Kepentingan 

Nasional 

Indonesia 

melakukan 

larangan ekspor 

nikel ke 

Tiongkok 

sebagai tujuan 

pembangunan 

smelter dalam 

negeri guna 

meningkatkan 

pendapatan 

ekspor nikel 

Indonesia. 

2. Rachman 

Putri, dkk 

(2022) 

Penyelesaia

n Sengketa 

Nikel 

Indonesia 

ke UE oleh 

WTO 

Kualitatif 

Deskriptif 

Teori 

Neoliberalis

me 

Institusional 

dan Konsep 

Hilirisasi 

Perlunya 

dilakukan 

pertinjauan oleh 

WTO terkait 

kebijakan 

larangan ekspor 

nikel oleh 

Indonesia. 

Karena nikel 

merupakan SDA 

yang terbatas 

dan tidak dapat 

diperbaharui. 

Sehingga wajar 

apabila 

Indonesia 

melakukan 

proteksi 

terhadap nikel 

3. Khafidhotu

l Ilmi, dkk 

(2022) 

Hubungan 

Indonesia 

dengan UE 

terkait 

Kebijakan 

Ekspor 

Nikel 

Indonesia 

Sebagai 

Tantangan 

Perekonomi

an 

Kualitatif 

Deskriptif 

Teori 

Perdagangan 

Internasional 

Adanya 

ketegangan 

hubungan antara 

Indonesia 

dengan UE 

terkait kebijakan 

larangan ekspor 

nikel yang 

diberlakukan 

Indonesia, yang 

kemudian 

membuat UE 
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menggugat 

Indonesia ke 

WTO 

4. Sri Mastuti 

dan Pangi 

Syarwi 

(2021) 

Kebijakan 

Pelarangan 

Ekspor 

Bijih Nikel 

Indonesia 

dari Sudut 

pandang 

Teori 

Keadilan 

Kualitatif Theory of 

Justice 

Kebijakan 

larangan ekspor 

nikel oleh 

Indonesia sesuai 

dengan konsep 

asali dalam teori 

keadilan oleh 

John Rawls. 

5. Syafira, 

dkk (2023) 

Analisis 

Peluang, 

Tantangan, 

Dan 

Dampak 

Larangan 

Ekspor 

Nikel 

Terhadap 

Perdaganga

n 

Internasion

al di 

Tengah 

Gugatan 

Uni Eropa 

di WTO 

Normatif 

dan 

Deskriptif 

Perdagangan 

Internasional 

Indonesia belum 

mendapatkan 

keputusan yang 

diinginkan dari 

gugatan di WTO 

terkait larangan 

ekspor bijih 

nikel 

6. Pandyaswa

rgo, dkk 

(2021) 

The 

Emerging 

Electric 

Vehicle and 

Battery 

Industry in 

Indonesia: 

Actions 

around the 

Nickel Ore 

Export ban 

and a 

SWOT 

Analysis 

Kualitatif  Indonesia masih 

perlu melakukan 

diversifikasi 

kegiatan 

penelitian untuk 

mengoptimalkan 

peningkatan 

sumber dayanya 

untuk memenuhi 

daya beli pasar 

kendaraan listrik 

7. Lim, dkk 

(2021) 

Implicit 

Interpretati

on of 

Indonesian 

Export 

Kuantitatif  Dampak 

larangan ekspor 

bijih nikel 

Indonesia tahun 

2014 lebih besar 
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Bans on 

LME 

Nickel 

Price: 

Evidence 

ffrom the 

Announce

ment Effect 

diabandingkan 

tahun 2019. 

8. Fadlillah 

dan 

Krismanti, 

(2023) 

Kajian 

Larangan 

Ekspor 

Bijih Nikel 

Indonesia 

Kuantitatif Teori Ekspor Adanya 

perbedaan 

pengaruh 

peraturan dalam 

waktu volume 

ekspor olahan 

nikel 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

Berdasarkan ke delapan penelitian yang menjadi referensi penelitian ini, 

terdapat beberapa perbedaan dalam fokus penelitian yang dilakukan oleh 

kedelapan penelitian di atas dengan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada 

proses mendeskripsikan alasan diberlakukannya kebijakan luar negeri oleh 

pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019 hingga 

2022. Dalam mendeskripsikan alasan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia 

tentang larangan ekspor bijih nikel, penelitian ini menggunakan teori decision 

making yang melihat alasan diberlakukannya kebijakan melalui faktor internal dan 

eksternal. Selain itu, penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

 

2.2. Landasan Teoritis 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri untuk 

mengidentifikasi bahwa larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan oleh 

pemerintah Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022 merupakan kebijakan luar 

negeri Indonesia, dengan cara memperhatikan kepentingan-kepentingan yang ada 

dalam kebijakan tersebut. Selain menggunakan teori kebijakan luar negeri, 

peneliti juga menggunakan teori decision making guna mengetahui alasan 

pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 

2019 hingga tahun 2022. Pemilihan teori-teori tersebut berfungsi untuk membantu 
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peneliti dalam menganalisis dan juga menjadi pedoman bagi peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian.  

 

2.2.1. Teori Kebijakan Luar Negeri 

 

Kebijakan luar negeri merupakan bentuk atau upaya negara dalam 

mengusahakan kepentingannya sebagai aksi dalam politik luar negeri. Ahli 

Yanyan Mochmad Yani menjelaskan arti kata politik sebagai suatu keputusan 

yang digunakan negara untuk bertindak mencapai tujuan, dimana keputusan atau 

kebijakan (policy) berasal dari konsep pilihan (choices), yang memiliki arti bahwa 

kebijakan tersebut dipilih sebagai pedoman untuk mencapai kepentingan. 

Sedangkan luar negeri (foreign) memiliki arti sebagai kontrol suatu negara 

terhadap kawasan yang dimiliki oleh negara lain (A & Yani, 2005). 

Kebijakan luar negeri atau yang dikenal juga dengan foreign policy juga bisa 

diartikan sebagai keseluruhan komponen yang terdiri atas usaha untuk mencapai 

tujuan, baik berupa seperangkat nilai-nilai, maupun keputusan-keputusan yang 

dibuat serta tindakan yang dilakukan oleh negara, yang diwakili oleh pemerintah 

nasional dalam hubungan dengan luar negeri atau masyarakat antar bangsa 

(Webber & Smith, 2002). Sedangkan menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri 

merupakan sikap atau tindakan suatu negara yang merupakan output politik luar 

negeri dengan berlandaskan pemikiran, serta pola tindakan yang disusun oleh para 

pembuat keputusan untuk menanggulangi permasalahan dan mengusahakan 

perubahan dalam lingkungan internasional (Holsti, 1992). 

Kebijakan luar negeri secara luas dapat diartikan sebagai seperangkat tindakan 

atau aturan yang mengatur suatu tindakan otoritas politik independen yang 

ditempatkan di lingkungan internasional (Morin & Paquin, 2018). Diartikan 

sebagai tindakan dari otoritas politik yang independen karena kebijakan luar 

negeri ini diperuntukkan bagi negara-negara yang berdaulat. Sebagai contoh, 

pemerintah Kanda, Jerman, dan Spanyol adalah negara yang menjaga hukum 

kedaulatan di negaranya masing-masing dan menjadi perwakilan dari kepribadian 
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internasionalnya, sehingga negara-negara bagian seperti Quebec, Bavaria, atau 

Catalonia tidak bisa melakukan kebijakan luar negeri, namun mereka tetap dapat 

melakukan hubungan internasional sesuai dengan yuridiksi konstitusi mereka 

(Morin & Paquin, 2018). Hal itu dapat terjadi karena negara bagian tersebut 

bukanlah merupakan negara yang berdaulat dan independen.  

Beberapa ahli melihat bahwa kebijakan luar negeri bukanlah sebagai suatu 

tindakan, melainkan sebagai visi yang mendasari suatu negara mengenai posisinya 

di dunia, kepentingan nasionalnya, dan prinsip-prinsip utama yang 

memungkinkan negara tersebut untuk mempertahankannya (Morin & Paquin, 

2018). Oleh karena itu, kebijakan luar negeri akan selalu selaras dengan 

kepentingan nasional ataupun kebijakan nasional negara tersebut. 

Tujuan dari kebijakan luar negeri menurut para analis adalah untuk 

menstabilkan sistem internasional, akumulasi kekayaan, peningkatan kekuasaan 

relatif, pemeliharaan pemimpin yang berkuasa atau reproduksi identitas nasional 

(Morin & Paquin, 2018). Selain itu, untuk memastikan dan menegaskan bahwa 

tujuan kebijakan luar negeri masih untuk menjamin keamanan negara, maka 

gagasan tersebut harus diperluas untuk mencakup keamanan ekonomi, kesehatan, 

energi, manusia, nutrisi, masyarakat dan lingkungan (Morin & Paquin, 2018). 

Morin dan Paquin dalam bukunya yang berjudul “Foreign Policy Analysis” tahun 

2018 memaparkan upaya mengidentifikasikan suatu kebijakan luar negeri yang 

dibuat oleh pemerintah dengan cara memperhatikan kepentingan-kepentingan 

yang terdapat dalam empat variabel yang tersedia. Keempat variabel itu antara 

lain (Morin & Paquin, 2018) : 

a. Tujuan yang dikomunikasikan (the goals communicated) 

Dalam mengidentifikasikan bahwa suatu kebijakan merupakan kebijakan 

luar negeri, dapat dilakukan dengan mengamati pernyataan atau deklarasi 

publik pemerintah. Pernyataan atau deklarasi publik yang dimaksud antara 

lain, pernyataan kebijakan, pidato resmi, laporan pemerintah kepada 

parlemen, buku putih (white paper), dan pernyataan lainnya oleh 

pemerintah yang dapat digunakan sebagai sumber informasi. Deklarasi 

publik yang dianggap sebagai penyampaian suatu kebijakan luar negeri 
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harus mengindikasikan empat elemen yaitu target (the target), arah (the 

direction), hasil yang diharapkan (the expected outcome), dan skala waktu 

(timescale). Apabila dalam pernyataan publik yang disampaikan oleh 

pemerintah mengandung keempat elemen tersebut, para analis dapat 

menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan suatu kebijakan luar negeri 

dari negara tersebut. 

 

b. Doktrin (doctrine) 

Doktrin merupakan seperangkat keyakinan, aturan, dan prinsip yang 

memandu suatu kebijakan luar negeri. Doktrin dapat digunakan oleh 

pemerintah sebagai alat untuk memandu mengusahakan misi dan tujuannya 

dalam sistem internasional. Oleh karena itu doktrin sering digunakan untuk 

menyesuaikan gagasan strategi yang besar, sehingga dalam pernyataannya 

sering dilakukan secara eksplisit.  

Bagi para analis, doktrin dapat dijadikan sebagai penyedia kerangka politik 

makro yang bertujuan untuk memahami kepentingan negara dan 

memprediksi prilaku negara tersebut. Selain itu, doktrin juga dapat 

digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan ataupun 

kegagalan kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, doktrin 

menjadi salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui suatu 

kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara.  

 

c. Kepentingan Nasional (national interest) 

Kepentingan nasional sering kali menjadi alat bagi para pemimpin politik 

dalam mengagas suatu kebijakan luar negeri yang menguntungkan bagi 

mereka. Padahal tujuan politik lah yang seharusnya sesuai dan 

mendefinisikan kepentingan nasional suatu negara, bukan sebaliknya. 

Prilaku tersebut memungkinkan para pemimpin politik untuk mempolitisasi 

kebijakan luar negeri dan mendapat legitimasi. David Callahan (1998) 

menjelaskan kepentingan nasional yang dikejar oleh negara-negara 

demokratis, yaitu dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan 

pemerintah. Kebutuhan berkaitan dengan kepentingan vital negara yaitu 
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memastikan perlindungan dan kelangsungan hidup dalam sistem 

internasional seperti perlindungan warga negara dan wilayah nasional, 

akses terhadap sumber daya energi, kesehatan ekonomi, dan keamanan 

sekutunya. Sedangkan keinginan yaitu hal yang mengacu pada sesuatu 

yang tidak berdampak langsung pada keamanan negara seperti promosi hak 

asasi manusia dan demokrasi di luar negeri serta pencegahan konflik dan 

kejahatan. 

 

d. Menyimpulkan tujuan yang ingin dicapai (deducing the goals pursued) 

Pada variabel ini, analis dapat menggunakannya untuk mengetahui atau 

mengidentifikasikan suatu kebijakan luar negeri sebuah negara apabila 

belum dapat menemukan kebijakan luar negeri melalui variabel-variabel 

sebelumnya. Dalam menyimpulkan suatu kebijakan luar negeri, dapat 

dilakukan dengan menganalisis prilaku-prilaku yang dilakukan oleh negara 

tersebut, alih-alih hanya menunggu atau melihat penyampaian dari tujuan 

suatu kebijakan luar negeri secara pubik. Dengan memperhatikan prilaku 

dari negara, maka kebijakan luar negeri dan tujuan dari kebijakan tersebut 

akan diketahui. Jika suatu kebijakan dipertahankan dalam jangka waktu 

yang cukup lama, dan sedangkan para pengambil keputusan memiliki 

banyak kesempatan untuk menilai dan memodifikasinya, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil-hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Dalam membantu mendeskripsikan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia 

tentang larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019-2022 peneliti akan 

menggunakan teori kebijakan luar negeri yang terdapat dalam buku Morin dan 

Paquin. Dimana melalui teori tersebut peneliti akan menggunakan empat variabel 

yang terdapat di dalamnya yaitu, tujuan yang dikomunikasikan (the goals 

communicated), doktrin (doctrine), kepentingan nasional (national interest), dan 

menyimpulkan tujuan yang ingin dicapai (deducing the goals pursued) guna 

mengidentifikasikan tujuan untuk mendeskripsikan kebijakan luar negeri 

pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor bijih nikel. 
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2.2.2. Teori Decision Making 

Teori decision making atau teori pengambilan keputusan mulai muncul di 

negara Amerika Serikat pada tahun 1950-an dengan dipelopori oleh Herbert A. 

Simon sebagai pengguna konsep pengambilan keputusan yang ditulis dalam buku 

Administrative behavior: A Study Of Decision Making Processes On 

Administrative Organization. Decision making merupakan teori yang dapat 

digunakan untuk memahami prilaku negara dalam hubungan internasional. Salah 

satu teoritis decision making paling terkenal adalah Graham T. Allison lewat 

bukunya yang berjudul Essence of Decision yang terbit pada tahun 1971, dimana 

ia mencoba menganalisis peristiwa Krisis Teluk Babi (The Bay Pig Crisis) 

menggunakan tiga model pengambilan keputusan yang diciptakannya, yaitu aktor 

rasional, proses birokrasi, dan politik birokratik (Mohtar, 1990): 

a. aktor rasional, dimana Allison berasumsi bahwa output politik luar negeri 

merupakan akibat dari tindakan-tindakan aktor yang rasional. Model ini 

percaya bahwa prilaku pemerintah dianalogikan dengan prilaku individu 

yang bernalar dan terkoordinasi. Rasionalitas pengambilan keputusan ini 

selalu disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan nasional yang ada 

sebagai dasar dalam mengambil keputusan. 

b. proses birokrasi, dimana pada model ini output politik luar negeri yang 

dihasilkan berdasarkan hasil dari prosedur rutin organisasi-organisasi 

pemerintah yang terlibat. Dalam melihat model ini, dapat dilakukan 

dengan cara melihat dan mengidentifikasikan lembaga apa saja yang 

menunjukkan pola-pola prilaku yang melahirkan tindakan politik luar 

negeri.  

c. politik birokratik, merupakan model terakhir yang dijelaskan oleh Allison, 

dimana dalam model ini lebih menekankan pada tindakan para pejabat 

pemerintah yang melibatkan proses tawar menawar politik dalam birokrasi 

dan arena politik nasional. Output politik luar negeri pada model ini dapat 

ditelusuri dengan mengidentifikasikan siapa saja yang terlibat dalam 

permainannya, serta bagaimana masing-masing peran memperjuangkan 

kepentingannya sampai muncul kompromi. Oleh sebab itu, dalam model 
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ini sering ditemukan bahwa kebijakan yang diambil tidak cocok bahkan 

menyimpang dari tujuan yang seharusnya dikejar. 

 

Menurut Snyder dalam model pengambilan keputusan, prilaku politik luar 

negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal berkaitan dengan masyarakat dalam suatu negara, lingkungan manusia 

seperti populasi dan budaya yang ada di negara tersebut, dan lingkungan non-

manusia. Selain itu faktor internal dari terbentuknya suatu kebijakan luar negeri 

karena cara masyarakat diorganisasikan dan berfungsi, seperti politik domestik, 

opini publik, sikap publik, posisi geografis dan kekuatan nasional. Sedangkan 

faktor eksternal berkaitan dengan kondisi yang ada di luar batas-batas suatu 

negara seperti aksi dan reaksi dari negara lain, lingkungan non-manusia, budaya 

maupun masyarakat di luar wilayah teritorial suatu negara (Snyder et al., 1962). 

Dalam teori decision making, Snyder memiliki perspektif bahwa tindakan 

internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang 

dibuat oleh unit-unit politik domestik dimana para pemimpin negara baik itu 

individu ataupun kelompok bertindak sebagai aktor (Snyder et al., 1962). Snyder 

juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor penting yang dapat 

menjelaskan politik-politik luar negeri yaitu antara lain, motivasi dari para 

pembuat keputusan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, arus informasi, 

pengaruh poitik luar negeri, keadaan atau situasi dalam mengambil keputusan 

(Snyder et al., 1962). 

Dalam mendeskripsikan alasan pemerintah Indonesia memberlakukan larangan 

ekspor bijih nikel, peneliti menggunakan teori decision making menurut Snyder 

yang melihat proses politik pengambilan keputusan luar negeri dengan 

memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini akan mendeskripsikan alasan kebijakan luar negeri pemerintah 

Indonesia tentang larangan ekspor komoditas bijih nikel. Hal itu dilakukan dengan 

menggunakan teori kebijakan luar negeri guna memperhatikan kebijakan luar 

negeri melalui tujuan-tujuan yang disampaikan kepada publik. Setelah itu, peneliti 

menggunakan teori decision making untuk mencari faktor internal dan eksternal 

guna mengetahui alasan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan larangan 

ekspor bijih nikel pada tahun 2019 hingga 2020. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab ini memaparkan tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian. Metodologi penelitian ini terbagi menjadi 

lima bagian, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data.  

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 

Alan Bryman, pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang banyak 

memberikan detail deskriptif dalam hasil penelitiannya karena menekankan 

pentingnya pemahaman kontekstual tentang prilaku sosial (Bryman, 2012a). 

Dalam mendeskripsikan hasil penelitian, analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini bersifat induktif, yaitu hal-hal yang bersifat khusus ke umum. 

Penelitian kualitatif juga sering diartikan sebagai penelitian yang lebih 

menekankan pengumpulan dan analisis data berbentuk kata-kata daripada 

kuantifikasi atau angka (Bryman, 2012b). Sehingga dalam penelitian ini data yang 

dikumpulkan akan banyak disajikan dalam bentuk kata-kata seperti pernyataan 

atas kebijakan yang telah diberlakukan. 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga mencoba 

untuk mendeskripsikan alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan 

larangan ekspor bijih nikel dari mulai proses awal kebijakan itu disusun, hingga 

kebijakan itu diberlakukan. Sehingga hasil dari penelitian ini dideskripsikan 

secara sistematis, sesuai dengan fakta, akurat, dan dapat dibuktikan sesuai dengan 

fenomena yang terjadi. 
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3.2. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada alasan kebijakan luar negeri pemerintah 

Indonesia dalam mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019 

hingga 2022. Peneliti memaparkan data-data terkait bagaimana kebijakan larangan 

ekspor bijih nikel Indonesia disampaikan oleh pemerintah Indonesia dan dapat 

disebut sebagai suatu kebijakan luar negeri melalui dua variabel teori kebijakan 

luar negeri yaitu tujuan yang dikomunikasikan (the goal communicated) dan 

doktrin (doctrine). Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan untuk kemudian 

menganalisis alasan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia mengeluarkan 

larangan ekspor bijih nikel dengan menggunakan teori decision making yang 

menyajikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya 

kebijakan tersebut. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data 

sekunder. Peneliti memperoleh data tersebut dari berbagai sumber tertulis yaitu, 

jurnal dan artikel yang ditulis oleh badan kementerian yang ada di Indonesia 

seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kementerian ESDM, 

serta berbagai jurnal artikel lainnya seperti jurnal Seri Analisis Ekonomi yang 

membahas tentang kondisi bijih nikel Indonesia. Selain jurnal artikel, peneliti juga 

mendapatkan data dari media berita seperti CNN Indonesia, Media Nikel 

Indonesia, dan Portal Informasi Indonesia yang menyampaikan informasi terkait 

nikel Indonesia dan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan 

pemerintah Indonesia. Laman resmi yang digunakan peneliti untuk mencari data 

yaitu antara lain Kementerian ESDM RI (https://www.esdm.go.id), Kementerian 

Perdagangan RI (https://www.kemendag.go.id/), Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(https://www.bappenas.go.id/), Kementerian Bidang Perekonomian Indonesia 

(https://ekon.go.id/), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

(https://maritim.do.id), Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id), dan laporan 

tahunan produksi bijih nikel oleh USGS (https://www.usgs.gov/), dimana laman-

https://www.esdm.go.id/
https://www.kemendag.go.id/
https://www.bappenas.go.id/
https://ekon.go.id/
https://www.bps.go.id/
https://www.usgs.gov/
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laman resmi tersebut memuat data seputar bijih nikel Indonesia, baik jumlah 

produksi, kebutuhan, dan rencana terhadap bijih nikel Indonesia. Sumber data 

lainnya yang digunakan peneliti untuk melengkapi data-data penelitian yaitu 

berasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengusaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik 

Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, dimana 

dalam undang-undang dan peraturan presiden tersebut memuat data dan 

penjelasan terkait larangan ekspor bijih nikel. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah studi pustaka. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang 

didapatkan melalui jurnal-jurnal, buku, laporan berita, website, maupun penelitian 

sebelumnya dengan bahasan yang sama sesuai dengan topik penelitian. Dalam 

teknik pengumpulan data ini, data yang diperoleh didapatkan dari jurnal artikel 

yang membahas tentang larangan ekspor bijih nikel, kemudian buku yang 

berkaitan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, laporan berita 

tentang pernyataan pemerintah terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel, serta 

website resmi pemerintah ataupun lembaga pendukung lainnya yang menyajikan 

data pendukung penelitian. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah tahapan atau proses dalam menggabungkan 

elemen data yang telah dikumpulkan guna mereduksi data, sehingga informasi 

atau data yang telah dikumpulkan dapat dipahami secara baik (Bryman, 2012c). 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, 

sebagai berikut (Miles et al., 2014): 
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1. Kondensasi Data 

Tahap pertama ini merupakan tahap dimana peneliti melakukan analisis 

data dengan memilah, memusatkan, menyederhanakan, serta 

mentransformasikan  data yang didapat baik itu melalui pernyataan-

pernyataan pers yang disampaikan terkait kebijakan luar negeri larangan 

ekspor bijih nikel, dokumen berupa undang-undang yang mengatur 

tentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel, serta jurnal maupun sumber 

data lainnya supaya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal ini bertujuan 

untuk mempertajam, mengurutkan, serta memfokuskan demi 

mempermudah dalam pengambilan keputusan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses dimana pada bagian ini peneliti 

menyajikan data-data yang telah diperoleh baik berupa gambar seperti 

gambar grafik negara-negara terbesar pengekspor bijih nikel, kemudian 

gambar grafik permintaan global terhadap bijih nikel Indonesia, serta 

gambar grafik negara tujuan eksportir Indonesia dan negara-negara 

importir nikel terbesar di dunia. Selain itu penyajian data juga berbentuk 

tabel yang menjelaskan tentang produksi bijih nikel Indonesia dalam 

beberapa tahun, kemudian jumlah dan progress pembangunan smelter di 

Indonesia. Peneliti juga menggunakan bagan untuk menyajikan data 

produk-produk turunan olahan nikel.  

Dalam penelitian ini, data-data yang telah dipilih oleh peneliti juga 

disajikan secara deskriptif apabila berbentuk pernyataan seperti 

penyampaian dalam pers atau dokumen-dokumen seperti undang-undang. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah 

dikumpulkan dan disajikan secara efektif dan efisien terkait larangan 

ekspor bijih nikel untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian 

ini, kesimpulan yang didapat yaitu kebijakan larangan ekspor bijih nikel 

merupakan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia, dan alasan 

diberlakukannya kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

ada, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

 

Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia 

merupakan salah satu kebijakan luar negeri dari Indonesia. Hal tersebut dapat 

dideskripsikan dan diidentifikasikan melalui tujuan-tujuan yang disampaikan oleh 

pemerintah melalui komunikasi yang dilakukan kepada publik. Komunikasi yang 

disampaikan tersebut mengandung target, arah, hasil yang diharapkan, dan skala 

waktu yang ingin dicapai dari diberlakukannya kebijakan larangan ekspor bijih 

nikel. Dalam komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah, dikatakan bahwa 

kebijakan larangan ekspor bijih nikel memiliki tujuan untuk mengembangkan 

hilirisasi melalui pembangunan smelter dalam negeri, sebagai program 

pengolahan produk mineral mentah yang dimiliki oleh Indonesia menjadi produk 

setengah jadi ataupun produk jadi. Dengan adanya pengolahan produk mineral 

mentah menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, pemerintah 

mengatakan hal tersebut akan membuat nilai pada bijih nikel mengalami 

peningkatan 

Selain komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada publik, kebijakan 

larangan ekspor bijih nikel juga dapat dideskripsikan sebagai kebijakan luar 

negeri Indonesia dengan memperhatikan undang-undang yang dimiliki oleh 

Indonesia sebagai doktrin atau dasar membuat kebijakan. Dalam membuat 

kebijakan larangan ekspor bijih nikel, Indonesia berlandaskan pada Undang-

Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa kekayaan alam yang 

terkandung di dalam bumi Indonesia merupakan kekayaan alam yang harus 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Hal tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah Indonesia untuk 

memberlakukan kebijakan luar negeri larangan ekspor bijih nikel karena nikel 
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merupakan salah satu sumber daya atau kekayaan alam yang dimiliki oleh 

Indonesia, dan pemerintah berhak untuk mengatur dalam pengelolaannya. 

Dalam mendeskripsikan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tentang 

larangan ekspor bijih nikel, peneliti juga melakukannya dengan memperhatikan 

kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia, dimana kepentingan nasional 

Indonesia antara lain meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

Indonesia dari adanya pembangunan smelter-smelter yang ada akibat adanya 

hilirisasi. Kemudian kepentingan nasional lainnya yaitu untuk melindungi 

cadangan sumber daya nikel di Indonesia supaya dapat memenuhi kebutuhan 

dalam negeri. Kemudian cara lain yang digunakan peneliti untuk mendeskripsikan 

kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor bijih nikel 

yaitu dengan menyimpulkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia 

dari diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel, yaitu untuk mengembangkan 

dan memajukan baterai kendaraan listrik yang sedang terus dioptimalkan oleh 

pemerintah 

Alasan diberlakukannya kebijakan luar negeri larangan ekspor bijih nikel juga 

dapat diketahui melalui faktor internal dan faktor eksternal sebagai proses 

pemerintah membuat kebijakan. Dalam faktor internal,  terdapat faktor-faktor 

yang bisa dilihat sebagai alasan mengapa kebijakan luar negeri larangan ekspor 

bijih nikel diberlakukan. Faktor-faktor tersebut antara lain pemenuhan kebutuhan 

smelter dalam negeri yang saat ini masih membutuhkan suplay yang cukup dalam 

pengembangannya, persiapan produksi kendaraan listrik tahun 2024, mengundang 

minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, dan presiden Joko Widodo 

sebagai pembuat keputusan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat dilihat sebagai 

alasan pemerintah indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel yaitu 

kebutuhan dunia terhadap bijih nikel Indonesia, minat dunia terhadap produk 

olahan bijih nikel yang tinggi, dan upaya mendukung Asia Tenggara mencapai nol 

emisi tahun 2050 dan 2065. 

 

5.2. Saran 
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Melalui penelitian ini maka dapat diajukan saran kepada pemerintah selaku 

pembuat kebijakan dan kepada para akademisi program ilmu hubungan 

internasional, yaitu : 

a. Kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan, bahwa kebijakan 

larangan ekspor bijih nikel harus terus dipertahankan guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

b. Kepada akademisi program studi ilmu hubungan internasional bahwa 

diperlukan penelitian lebih lanjut terkait larangan ekspor bijih nikel 

yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan 

respon negara-negara terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel 

yang kemungkinan tidak akan membiarkan Indonesia mengelola bijih 

nikel nya sendiri di dalam negeri. 
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